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ABSTRAK

Sejak 1 Januari 1918 di Indonesia berlaku Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) sebagai aturan pemidanaan yang berlaku bagi semua
golongan. Salah satu pasal yang terdapat di dalamnya adalah Pasal 156
KUHP yang mengatur mengenai larangan penodaan agama.

Pasal 156 KUHP berbunyi :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap
bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa
bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan,
kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.kebangsaan atau
kedudukan menurut hukum tata negara”.

Lalu pada tahun 1965, Presiden Republik Indonesia saat itu mengeluarkan
Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama. Pasal 4 dari
PNPS 1/1965 tersebut disisipkan kedalam KUHP menjadi Pasal 156a
KUHP yang isinya berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa
dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan
perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang

dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga,
yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Banyak kasus penodaan agama yang telah terjadi di Indonesia sejak
berlakunya aturan tersebut, antara lain adalah kasus Tajuk Muluk, Hasan
Alaydius, Ahmad Hidayat dan yang terakhir ini terjadi yang cukup
menyorot banyak perhatian adalah kasus penodaan agama yang dilakukan
oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan lkan (TPI) di
Kepulauan Seribu dan memberikan kata sambutan yang menyebut kalimat
sebagai berikut. “.......jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja
dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai
surat Al-Maidah 51, macem — macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo
bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka
karna dibodohin gitu ya enga papa.....". Ahok didakwa telah melakukan
penodaan agama atas ucapannya tersebut yang mengatakan “.....dibohongi
pakai surat Al-Maidah 51 dan “....dibodohin”". Jaksa Penuntut Umum
mendakwa Ahok dengan 2 (dua) dakwaan alternatif yaitu Pasal 156a huruf
a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Namun, pada surat tuntutannya, Jaksa



Penuntut Umum menuntut Ahok berdasarkan Pasal 156 KUHP. Namun,
setelah melewati sidang yang cukup panjang akhirnya Hakim menjatuhkan
vonis 2 tahun penjara berdasarkan Pasal 156a huruf a KUHP kepada
Ahok.

Tindakan yang dilakukan oleh Hakim ini dapat digolongkan kedalam
tindakan ultra petita karena Hakim memutus suatu perkara diluar dari
yang dituntut atau dimohonkan. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum
menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP namun Hakim justru memutus
dengan Pasal 156a huruf a KUHP yang sudah dicabut oleh Jaksa Penuntut
Umum di surat tuntutannya.

Selain itu, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim juga telah
salah dalam menerapkan hukum acara pidana. Pasal 156a huruf a KUHP
merupakan pasal sisipan yang berasal dari Pasal 4 Penetapan Presiden
Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (PNPS 1 / 1965). Seperti
yang telah diketahui bahwa hukum pidana materil hanya dapat berjalan
bila terdapat hukum formil atau hukum acaranya. Maka, dalam kasus ini
selain kesalahan terdapat pada hakim.
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BAB |
PENDAHULUAN

Penulisan hukum ini berbentuk Studi Kasus. Studi Kasus yang akan
dibahas adalah PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara dengan
terpidana (sebelumnya terdakwa) bernama Ir.Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok. Putusan ini berkaitan dengan 2 pasal yang terdapat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP)
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal tersebut adalah
Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a huruf a KUHP. Berdasarkan kepada
salah satu pasal tersebut, maka hakim menjatuhkan pidana 2 (dua)

tahun penjara kepada Ahok.

Pasal 156 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu
atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya
berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda
dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras,
negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau
kedudukan menurut hukum tata negara.kebangsaan atau

kedudukan menurut hukum tata negara”.

Pasal 156a KUHP yang berbunyi :
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima
tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:



a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang
dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama
apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha

Esa.”

Dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara ini,
dijelaskan bahwa kasus ini bermula ketika Ir.Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI
Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
di Kepulauan Seribu dan memberikan kata sambutan yang menyebut
kalimat sebagai berikut. “......jadi jangan percaya sama orang, kan bisa
aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai
surat Al-Maidah 51, macem — macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo
bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka
karna dibodohin gitu ya enga papa.....”. Ahok didakwa telah melakukan
penodaan agama atas ucapannya tersebut yang mengatakan
‘.....dibohongi pakai surat Al-Maidah 51" dan “....dibodohin".

Isi surat Al-Maidah ayat 51 itu sendiri adalah sebagai berikut :

MGM}‘&JL@JMBJ}&_\“de&hﬁ‘fﬁj&hwﬂil\.ﬁg\b -
a3l oaan ¥ i 5 adie 436 28R aaldh B o ¢1_dj1

Yang berarti :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamumengambil orang
Yahudi dan Nasrani penjadi pemimpin bagimu, karena mereka adalah
pemimpin dari sebagian mereka. Barang siapa yang menjadikan

mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk



golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk

kepada orang-orang yang Zalim”.

Kasus ini terjadi beberapa hari setelah Ahok mencalonkan diri menjadi
calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sehingga kasus ini
sangat erat kaitannya dengan politik yang sedang berjalan saat itu.

Dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara ini ada
beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Pertama, apakah ucapan Ahok
tersebut memenuhi unsur delik dalam Pasal 156a huruf a KUHP atau
Pasal 156 KUHP mengingat bahwa dalam nota pembelaannya Ahok
telah menjelaskan maksud dari ucapannya tersebut bukan untuk

menghina ataupun menodai suatu agama tertentu.

Permasalahan kedua yang menarik untuk dikaji adalah apakah
pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa, “...tuntutan
Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan alternative pertama tidak
tepat diterapkan dalam perkara ini, karena tidak adanya unsur niat pada
diri Terdakwa, Pengadilan tidak sependapat dan telah menguraikan
adanya unsur sengaja dan niat sebagaimana pertimbangan hukum
diatas” termasuk ke dalam tindakan ultra petita atau tidak. Hal ini
dikarenakan adanya kontradiksi antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum
yang menuntut Ahok dengan dakwaan Pasal 156 KUHP dengan
putusan Majelis Hakim dalam putusan nomor
1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara yang menyatakan Ahok bersalah
berdasarkan pada Pasal 156a huruf a KUHP.

Permasalahan ketiga yang juga menarik untuk dikaji berdasarkan pada
putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara adalah apakah
penerapan Pasal 156a huruf a KUHP dapat dilakukan oleh Majelis

Hakim tanpa memperhatikan hukum acaranya? Mengingat bahwa



Pasal 156a huruf a KUHP memiliki hukum acara atau hukum
formalnya sendiri yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Penetapan
Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (PNPS 1/ 1965).

Mengingat bahwa putusan ini sekarang telah inkracht van gewijsde
yang berarti telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan penulis merasa
menemukan banyak permasalahan hukum dalam putusan ini, maka
penulis berencana menulis Studi Kasus dengan judul “STUDI KASUS
PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta
Utara.”, agar dapat ditemukan penyelesaian mengenai bagaimana
putusan yang seharusnya dijatuhkan terhadap kasus ini mengingat
bahwa tujuan dari hukum adalah adanya kepastian hukum dan keadilan

bagi seluruh manusia.





